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Dengan memanjatkan puji syukur stas kehadirat Tuban Yang Maha Kuasa
atas mhmat, hidavah dan karunia-Nya, pemyusunnn Laporan Kinerja Instans
Pemermiah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 202 1 dapat
diselesaikan.

Laporan Kinenja Instansi Pemernintah Badan Pendapatan Daerah Provins:
Sumatera Barat adalah wujud pertanggungiawaban pejabat publik kepada
masyarakat tentang kinerja lembagas pemenintah selnma satu tabun anggamn,
Kinerja Badan Pendapatan Daerash Provinsi Sumatern Barat telah diukur,
dievalunsi, dinnalisis dan dijabarkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Provins:i Sumatera Barat yang dalam
proses penyusunannya ielah sesuai dengan Peraturan Menten PAN dan Reformas
Hirokragi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemunjuk Tekmis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tate Camm Revin Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemernniah

Laporan Kinerja Instansi Pemerntah Badan Pendapatan Daerah Provins:
Sumaters Barat Tabun 2021 merupakan bentuk komistmen nyata Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam mengimplementasikan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan
dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instans:
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RINGRASAN
EKSEKUTIF

Bagi Badan Pendapatan Deerah Provinsi Sumatera Barat. Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah memiliki dua fungsi. Pervama, merupakan sarans
untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada selurub pars
pemangku kepentingan (Kementerian PAN dan RB, Instansi Pemernntah
PusatDaerah). Kedua, merupakan sumber informasi untuk perbaikan dan
pemingkatan kinerja secara berkelanjutan. Adanva dua fungsi utama m
memperjelas bahwa informs yang teruang dalam Laporan Kinerjs Instansi
Pemerintah Tahun 2019 hanus dapat memenuhi kebutuhan pengguna internal
dam eksternal

Data per Januari s.d Desember 2021 menunjukkan capaian Penerimaan
Pendapatan Ash Daerah-PAD (yang dikelola Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sumatern Barat) telah terealisasi sebesar Rp.2.553.218.075.280,
schingga mampu melampaui target wang ditctapkan  sebesar
Rp.2.469 508994798 -. Hal ini membuktikan bahwa melalui layanan
kemudahan membayar pajak akan meningkatkan kesadaran masyarakat
terhadap pembayaran Pajak Dacrah.

Untuk nngkasan capaian kinerjs Badan Pendspatan Dacrah Provinsi
Sumatera Barat yang dihasilkan di tahun 2021, dapar digambarkan sebagai
benkut :

I. Memngkainya Pendapatan Aslhi Daersh dengan indikatornya

Persentase Kenaikan Pencrimaan Penerimaan Pendapatan Ash Daerah
(PADY), capaian kinerja sampai dengan akhir Desember 2021 adalah
130%.

2. Meningkatnyn kualitas Penvelenggaraan publik  salash  satu
indikatomyn Nilai Rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat, capaian
kinerja sampai dengan akhir Desember adalah dengan Indeks




will

3. Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2021, anggaran vang berasal
dari APBD sebesar Rp.63 868330574 - telah terealisir sebesar
Rp. 60 080.652.174, - atau 94,07%,

Capaian tersebut tidak lepas dari upaya Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sumatera Barat yang konsisten dalam memperbaiki kinerjanva dengan
menentukan perencanaan strategis vang akan dijadikan panduan untuk
mengatasi berbagai persoalan yang akan timbul dikemudian hari, Hasil
Evaluasi capaian kinerja yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi
Pemenintah ini penting dipergunakan sebagai feed hack dalam perencanaan

program dan kegiatan di tahun mendatang agar kinerja Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan pelayanan publik dapat
diperbaiki dan ditingkatkan




PENDAHULUAN




I. LATAR BELAKANG

Salah sty nzas penyelenggaraan good governance yang tercantum datam
Undang-Undang Momor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang
menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dan kegiatan penvelenggar
negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat
schagai kedoulatan tertinggi negarn sesusi dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya
diwujudkan dalam beniuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIF).

Dalam melaksanakan tugas tersebut berdasarkan asas otonom dan migas
pembaniuan di bidang pendapatan dituntut untuk melaksanakannya dengan
transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good
governance sebagamana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun
1999 1entang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme, Dan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
tersebut, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumaters Barat selalu
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIMD)
tahun 2021-2026 Provinsi Sumatern Barat vang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemermtah disusun sebagai salah satu bentuk
pertanggungjawaban Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumaters Barat
dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2021, sekaligus sebagai
alat kendali dan pemacu peningkstan kinerja setinp Unit Pelaksana Teknis
Pengelolaan Pendapatan dacrsh di hingkungan Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sumaters Bari, seria scbagai salah satu alat untuk mendapatkan
masukan bagi stakholders demi perbaikan kinerja Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sumatera Bamt. Gune mewujudkan hal tersebut, pemenintah telnh
menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No 29 Tahun 2014 tentang Sistern
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintsh yang mewajibkan seluruh mnstans:




pemerintah untuk mempertanggungiawabkan keberhasilan atau kegagalan
pelaksansan misi organisasi dalam mencapai tujuan-nyuan dan sasaran-sasaran
vang ielah ditetapkan, Dalam pelaksanaannva, Peratumn Presden im
dilengkapi dengan Pematuran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negam
dan Reformasi Birokrasi, terakhir dengan dikeluarkannya Permenpan RB
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Atngs dasar tekad dan semangat untuk tereuudnys tata  laksana
pemerintahan yang baik (good povermance) itu, maka beban tugas dan
tunggung jawab Badan Pendapatan Daerah Provins: Sumaters Barat sebagai
perangkal daerah pada Pemermtah Provins: Sumatera Bamt dituntut untuk
mewujudkan sdministrasi Negara yang mampu mendukung kelsncaran dan
keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penvelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan pembinann kemasyarakatan

Dalam rangka pemenuhan atas funtutan  u, maka diperlukan
pengembangan dan penetapan sistem sera prosedur kerga yang cepat, tepat,
jelas dan nyata serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga penyelenggaraan
tugas-tugas pada Badan Pendapatan Daerah Provins: Sumatera Barat harus bisa
berlangsung secara berdava guna dan berhasil guna.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Somatern Barst berdasarkan
Peraturan Daerah Provinsi Sumatern Barat Nomor |3 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daemh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daemh Provinsi Sumatern Barat dan Peraturab
Cubernur Sumatera Barat Nomor 91 Tabun 2020 tentang Ummian Tugas Pokok
dan Fungs: Badan Pendapatan Daerah Provingi Sumatera Baral, mempunym
tigas vang sangat strategis vailu melaksanakan fungsi penunjang unisan
pemerintahan bidang keuangan aspek pendapatan dserahmeliputi pajak
daerah, retribusi daernh, dana penmbangun dan pendapatan lainnya vang
menjadi kewenangan Daerah Provinsi,




Dengan disusunnys Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  Badan
Pendapatan Dacrah Provinsi Sumatera Barat ini, diharapkan dapat bermanfaat
untuk :

|. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemben mandat

mtas kinerja yang telah dan scharsnya dicapai oleh Badan Pendapatan

Daerah Provinsi Sumatera Barat;

2. Mendorong Badan Pendapaian Daerah Provinsi Sumaterns Barat di
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang
didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan
dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;

3. Sebagm upaya perbaikan berkesmambungan bagi Badan Pendapatan
Daerah Provingi Sumatern Barat untuk meningkatkan kinerjanyn;

Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Sumaters Barat terhadap
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat di dalam pelaksanaan
program [ kegiatan dalam rangks peningkatan kesejahteraan Masyarnkat.

LANDANAN HUKUM

Dagar hukum yvang melandasi disusunnva Laporan Kinerja Instansi
Pemenntah (LAKIP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatern Barut
Tahun 2021, antara lain

L. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan WNaswnal (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421 );

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik { Lembaran Negarm Republik Indonesia Tahun 2009
Nomaor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S038);




10.

- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kimerja Instansi Pemerintah;

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005

tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585 )

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
{Lembaran MNegarm Republik Indonesia Tabun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

. Peraturan  Presiden Republik Indonesin Nomor 20 Tahun 2014

Tentang Sistern Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah:

- Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparmatur Megara  Republik

Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan
Indikator Kinerja Utama;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu stas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;

- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2015

Tentang Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat:

Peraturan Dacrah Provinsi Sumatern Barat Nomor 13 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daernh Provinsi Sumatera Barat
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Sumatera Barat;




11. Peraturan Gubernur Surnaters Barat Nomor 91 Tahun 2020 tentang
Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Dacrah Provinsi

Sumatera Barat;

12. Persturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 88 Tabun 2020 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat,




. GAMBARAN ORGANISASI

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat vang sebelumnyva
berdazsarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provins: Sumaters Barat dan Peraturan Gubemur
Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2017 tentang Ursian Tugas Pokok dan Fungsi
Badan Keuangan Daerah Provins: Sumatera Barat.

Cambar 1.1
Gedung Kantor dan Kegistan Bapenda Prov. Sumbar

Pemerintah Daerah Sumastera Barst dalam pelaksanaan penghimpunan
pajak daerah dan retnbusi daerah sebagmmana ditetapkannya Undang-undang
Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta
Undang-undang Darorst Nomor 11 Tabun 1957 tentang Peraturan Umuam
Pajak Daernh dan Persturan Umum Retnibusi Deerah,

Proses perubahan lembaga Badan Pendapatan Deerah menvangkut
perubahan paradigma yang sangat mendasar dalam menghadapi tantangan
masa depan, lebih menajamkan tatapan ke masa depan terhadap keberadaan




mnsa depan, lebth menajamkan tatapan ke masa depan terhadap keberadaan
dan peranan Badan Pendapatan Daersh Provinsi Sumatern Barst dan lebih
mampu menyikapi secara positif dan melakukan inovasi kebijakan yang
mampu memberikan nilu tambah menjadi suatu potensi vang realistis dan
sangal dominan dalam penyediaan pembiaysan penyelenggarsan pemerintahan
dan pelaksanaan pembangunan Sumatera Barat.

Proses transformasi berikutnya adalah dengan ditetapkannys Persturan
Peraturan Daerah Provinsi Sumaters Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan terbentuklah
Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Persturan Gubernur Sumaiers Barat
Nomor 91 Tahun 2020 tentang Urainn Tugas Pokok dan Fungsi Badan
Pendapatan Daerah Provins: Sumatera Barat, maka terhitung sejak Mei 2021,
Badan Keuangan Dacmh Provinsi Sumatera Barat terpecah menjadi Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daersh dan Badan Pendapatan Daerah
Provins: Sumatera Barat.

CGambar 1.2
Wilayah Kerja Bapenda Prov. Sumbar




1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam melaksanakan peran strategis seperti telah divraikan diatas, sesuai
Peraturan Gubernur Sumatern Barat Nomor 91 Tahun 2020 tentang Umaian
Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat,
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumaters Barat sebagai organisasi
perangkat daerah mempunysi tugas membantu Gubemur Sumatera Barat, yaitu
mefaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintzhan bidang keuangan aspek
pendapatan daemh, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, dana perrmbangan
dan pendapatan lamnya sertn pembinsan dan pengawasan vang menjad
kewenangan Daerah provinsi.

Sedangkan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan Persturan Gubernur
Sumatera Barat Nomor 91 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat, menyelenggorakan firmgxi
sebagai benkut ;

Penyelenggaruan perumasan kebijokon 1:?\
budang keumngsn aspek  peridapaton  yang
miengadl kewenangan Daerah Proviam

& Penyelenggaman penzelolaan keuangan

pspek pengelolann pendspatan daeral vang
mienpadi kewenangan Dagraly Provinss,

¢ Penvelenggarnen Admanigiras: Badan,

& Penyelenggarann Evaluass dan  Pelapomn
Hmdan,

#  Peloksanann Tugfp kedmpssn  lum yang

dibenkan prmpman /

1.2 Struktur Organisasi

Untuk melaksanaknn tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 91 Tahun 2020 tentang




Uratan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera
Bamt, terdin dan | (satu) Kepala Badan, 1 {satu) Sekretariat, dan 3 Bidang
(Bidang Pajak Daerah, Bidang Retribusi dan Pendapatan Lamn-lain, Bidang
Pembinaan dan Pengendalinn.

Dalam peloyanan kepads masyarakst di budang pemungutan pajak,
Badan Pendapatan Dacmah Provins: Sumatera Barat mempunyai 15 (delapan
belas) Unit Pelaksana Teknis Daemh yang tersebar pada 18 Kabupaten/Kota di
Sumatera Barat serta adanya UPTD Sistim Informasi Pajak Daerah.

Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Dacrab Provins: Sumatera
Barat dapat dilihat dalam gambar berkut ;
Crambar 1.3

Struktur Drganisasi
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat

o™
—OEL0)
O

Badan Pendapatan Daerah

Fravinsi Sumsstora Bara

UFTH Pengsnlaas 9 UFTD Siclem imdurmagl
Femiapaian Raerah Feminparen Batrah




Struktur Organisasi pada Kantor Badan disusun berdasarkan fungsi rhy
function), sebab kegiatan pada Badan Pendapatan Daemb Provinsi Sumatern
Barat  ditittkberatkan pada penyusunan kebijakan teknis di  bidang
pendapatan Adapun peralanan tugas Sekretaris dan masing-masing Bidang
berdasarkan Nomor 91 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Fungsi dan masing-
masing Bidang dapat terlihat pada gambar di bawah ini, schagai berikut :

Gambar 1.4
Fungsi Bapenda Prov, Sumbar

Melaksanakan penyispan perumusan kebijpkan
tcknim, koordinesi & pembimsan  seria
pengendalian  internaldi  bidang  administrasi
ummuen & kewangan, bhukum & perundang-
umlangan seru evaluas: & pelaporan kinerja

Sedanghkan struktur organisasi pada UPTD disusun berdasarkan proses
fhy process) dengan tujuan untuk meningkatkan kegistan operasional dan
pelayanan pads masyarakat, Hal ini menunjukkan bahwa UPTD mempunyai




ujung tombak kegiatan pemungutan Pajak Daersh dan pelayanan pada
masyarakai,

1.4 Sumber Dava

Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31
Desember 2021 sebanyak 190 orang, dengan perincian kondisi riilpegawai
berdasarkan jabatan, golongan, tingkat pendidikan, jenis kelamin adalah
sebagaimana tabel dibawah i,

a. Data Pérsoml Berdasarkan Golongan Ruang

Tabel 1.1.
Datn Pegavwai Bapenda Prov. Sumbar

1 Pembsna Utema Madya (I'V/id) i
2 | Pembma Utnma Muda (1Vic) I
3 | Pembina Tingkat 1 (1V/b) 10
4 | Pembina (IV/) 16
5 | Penatn Timghat K1) T
| Penata (Illic) 3
7 | Penata Misda Tingkat | (111b) 2R
8 | Ponom Muda () 3 ]
9 | Pengatur Tingkat 1 (IUd) 19
10 | Pengatar (Ilic) 17
11 Peogair bluda Timglas [{11%) =
[ 12 | Pengatur Muda (1) |
13 | Jaru Tingkat 1 (1) |
_ 14| Juru (L) :
15 | Jura Mods Temghat 1 (1) -

b. Berdasarkan Tmgkat Pendidikan

Tabel 1.2.
Tingkat Pendidikan
Pegawai Bapenda Prov, Sumbar

o —




12

E §-1{Pasca Sarjana) 3%
3 T (Sarjana) ||
4 OV ]
3 B k]
] 2] -
T X I
41 1 ST =F= A
9 TP |

[ 1 I

. Sarana dan Prasarana
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun

2021 memiliki Sarana dan Prasarana penunjang dan merupakan asset tetap,
dengan perincian sebagai berikut :
Tabel 1.3

Sarana dan Prasarana
Badan Pendapatan Daerah Prov. Sumbar

| 5
. 2 | Peralatan dan Mesin 4434 WITTATIANB S
1 | Gedung dan Bangunan W TO ST OGN0
4 | Jalan, Trigasi & Jaringan I : -
i | Aset Tetap Lainnya [ M 6.750.300
8 qﬁmﬂﬂﬁdﬁ'ﬂ Pengeriaan I TTETETH |

B. STRATEGIC ISSUED
Sesuai dengan Visi Gubemur dan Wakil Gubernur, maka visi
pembangunan daerah jangks menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 -
2026 adelah “Terwujudnys Sumatera Barat Madani yang Unggul dan
Berkelanjutan”,

Dengan visi tersebuil diharapkan mampu mewujudkan kemnginan dian
amansl masyarnknt Provinsi Sumatera Barmt dengan tetnp mengaca pada
pencapaian tuyjuan nasional seperti dinmanatkan dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945 khususnya bagi masyarnkat Sumatern Barat. memperhatikan




RPIMD, RPIPD Provinsi Sumaters Barat Tahun 2005-2025. Visi tersebut harus
dapat diukur keberhasilannya dalam rangks mewujudkan Provinsi Sumaters
Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan.

Misi pada dasarnya adalah merupakan kondisi yang harus dilaksanakan
agar visi yang telah ditetapkan dapat diwujudkan dengan memperhatikan kondis:
objektif yang terdapat di daerah. Dengan kata lain misi menunjukkan beberapa
upays utama pembangunan yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan visi
yang telah ditetapkan, yakni :

[2¥]

Mewujudkan kehidupan agama dan budaya berdasakan filosofi * Adaik
Basandi Syara’, Syarn’ Basandi Kitabullah™:

Mewujudkan sistem hukum dan tata pemerintahan yang baik:

Mewujudkan sumber daya insam yang berkualitas, amanah dan
berdaya saing tinggi;

. Mewwyudkan usaha ekonom produktif dan mampu bersaing di dunia

global;

Mewujudkun kualitas lingkungan hidup yang baik dengan pengelolsan
sumber daya alam berkelanjutan,

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut, Pemernintah Daermh Provinsi Sumatern
Harat telah menetapkan 7 (mjub) priontas pembangunan daerah, sebagai

berikut ;

Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya
saing,
Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat:

- Meningkatkan Kescpahteraan petani;

- Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi
digital yang tangguh dan berdaya saing:






































































































































































